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RINGKASAN

Penelitian ini berjudul “KEKUATAN HUKUM DARI SERTIPIKAT
PENGGANTI”. Isu Hukum dalam Penelitian ini adalah :
1. Kedudukan hukum sertipikat pengganti hak atas tanah
2. Perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat pengganti hak atas tanah
Sebagaimana dengan isu hukum yang dikaji, maka penelitian ini merupakan
penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menggunakan diskripsi
komparatif dari ketentuan-ketentuan perundangan. Bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. langkah
penelitian tesis ini adalah pertama-tama peneliti menetapkan isu hukum yang
menjadi acuan pokok dalam pembahasan selanjutnya dari isu hukum tersebut,
peneliti mencari dan mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, selanjutnya bahan hukum yang telah terkumpul tersebut diolah dengan
cara mengklarisifikasi berdasarkan isu hukum yang digunakan dan
mensistematisasi kemudian dilakukan analisis dan disimpulkan.
Maka dari itu berdasarkan hasil penelitian atas isu hukum diatas maka saran
dari penulis yaitu :

1. Menyikapi permasalahan yang mungkin timbul dengan diterbitkannya
sertipikat pengganti karena hilang disarankan Kepala Kantor Pertanahan
berani tegas, untuk menolak pengaduan-pengaduan yang dilakukan pihak-
pihak setelah jangka waktu pengumuman berakhir, karena berdasarkan
Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, pengaduan-pengaduan

tersebut telah daluwarsa.



2.Hendaknya para penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara,
Kejaksaan Agung, maupun Mahkamah Agung, beserta jajarannya
memahami  mengenai kewenangan penanganan masalah-masalah
pertanahan, terutama penegakan hukum pertanahan instansi mana yang
berwenang menyelesaikannya, harus menolak bila ada laporan pidana

mengenai masalah yang menyangkut kasus pertanahan



ABSTRAK

Pada akhir-akhir ini, untuk bertransaksi atas hak atas tanah yang tanda bukti
haknya berupa sertipikat pengganti karena hilang, banyak pihak yang meragukan
kekuatan hukum dan kepastian hukum dari serpikat pengganti karena hilang
tersebut, maka perlu dilakukian analisis dengan cara diskripsi komparatif, yakni
dengan mengetengahkan prosedur penerbitan sertipikat pengganti karena hilang,
dengan segala karakteristiknya. Bagaimana kekuatan hukum dari sertipikat
pengganti dan pembuktiannya baik Pertada, Pidana, maupun Tata Usaha Negara.
Dari hasil analisis dengan metode diskripsi komparatif dari ketentuan-ketentuan
perundangan yang terkait nampak bahwa kedudukan hukum serpikat pengganti
karena hilang sama halnya sertipikat originer, dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama pula, serta bagi pihak-pihak yang mengadakan transaksi terhadap hak
atas tanah yang tanda bukti haknya berupa sertipikat pengganti karena hilang
tidak perlu ragu-ragu, karana ia memperoleh perlindungan hukum baik perdata,
pidana maupun tata usaha negara.

Kata Kunci: Sertipikat, Sertipikat Pengganti, Kekuatan Hukum,
Perlindungan Hukum
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ABSTRACT

In recent years, to transact land rights whose proof of rights is in the form of a
replacement certificate due to disappearance, there are many who doubt the legal
power and legal certainty of the successor's replacement because it is missing, it is
necessary to conduct an analysis by means of a comparative description, the
procedure of issuance of the replacement certificate because it is lost, with all its
characteristics. What is the legal strength of the substitute certificate and
verification of both Civil, Criminal and State Administration. From the results of
the analysis with the comparative description method of the relevant provisions of
the law it appears that the status of the substitute law as a lost due to the originer
certificate, and has the same legal force, as well as for the parties who entered into
the transaction of land rights which the evidence his right in the form of a
substitute certificate because of missing need not hesitate, because he obtained
legal protection both civil, criminal and state administration

Keywords: Certificate, Alternative certificate, legal force, legal protection
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BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

a. Sertipikat Pengganti karena hilang, mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan sertipikat yang dinyatakan hilang, karena sama-sama merupakan
salinan buku tanah dan surat ukur dengan nomor yang sama, yang
merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang
data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat
ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal atas suatu bidang
tanah telah diterbitkan sertipikat pengganti karena hilang atas nama orang
atau badan hukum yang memperoleh hak tersebut dengan itikat baik, maka
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak lagi dapat
menuntutnya, kecuali pada saat diumumkan yang bersangkutan mengajukan
keberatan atau sanggahan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.

b. Para pihak yang terkait dengan suatu perbuatan hukum atau hubungan
hukum (jual beli, hibah, jaminan kredit), terhadap hak atas tanah yang tanda
bukti haknya merupakan sertipikat pengganti karena hilang tidak perlu ragu-
ragu, karena perbuatannya telah memperoleh jaminan kepastian dan
perlindungan hukum baik ditinjau dari hukum pidana, perdata maupun tata

usaha negara, asalkan melaksanakan dengan etikat baik dan sesuai prosedur

87



4.2.

88

hukum yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997.

Saran

Menyikapi permasalahan yang mungkin timbul dengan diterbitkannya
sertipikat pengganti karena hilang disarankan Kepala Kantor Pertanahan
berani tegas, untuk menolak pengaduan-pengaduan yang dilakukan pihak-
pihak setelah jangka waktu pengumuman berakhir, karena berdasarkan
Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, pengaduan-pengaduan tersebut

telah daluwarsa.

. Hendaknya para penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Negara,

Kejaksaan Agung, maupun Mahkamah Agung, beserta jajarannya
memahami  mengenai  kewenangan penanganan  masalah-masalah
pertanahan, terutama penegakan hukum pertanahan instansi mana yang
berwenang menyelesaikannya, harus menolak bila ada laporan pidana

mengenai masalah yang menyangkut kasus pertanahan
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